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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran lebih jelas mengenai
kinerja keuangan daerah Kabupaten Bengkalis Periode 2017-2022. Teknik
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik
dokumentasi. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa Laporan RAPBD
pada Pemerintah Kota Bengkalis Periode 2017-2022 dengan menggunakan rasio
keuangan yang meliputi rasio kemandirian keuangan, rasio derajat desentralisasi,
rasio ketergantungan, rasio efektivitas pendapatan asli daerah, rasio efisiensi
keuangan daerah, rasio pertumbuhan dan rasio keserasian. Metode penelitian yang
digunakan adalah metode penelitian deskriptif. Hasil rata-rata persentase rasio dari
penelitian ini menunjukkan bahwa pada tahun 2017 sampai 2022 Pemerintah
Kabupaten Bengkalis masih belum bertumbuh secara maksimal.

Kata Kunci: RAPBD, Rasio kemandirian keuangan, Rasio derajat desentralisasi,
Rasio ketergantungan, Rasio efektivitas pendapatan asli daerah, Rasio efisiensi
keuangan daerah, Rasio pertumbuhan dan Rasio keserasian
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ABSTRACT

This study aims to obtain a clearer picture of the regional financial
performanceof Bengkalis Regency for the 2017-2022 period. The data collection
techniques used in this study used documentation techniques. The data used is
secondarydata in the form of a RAPBD Report on the Bengkalis City Government
for the 2017-2022 period using financial ratios which include financial
independence ratios, decentralization degree ratios, dependency ratios, regional
original income effectiveness ratios, regional financial efficiency ratios, growth
ratios and compatibility ratios. The research method used is a descriptive research
method. The average percentage ratio results from this study show that from 2017
to 2022 the Bengkalis Regency Government still has not grown optimally.

Keywords: RAPBD, Financial independence ratio, Decentralization degree ratio,
Dependency ratio, Local original income effectiveness ratio, Regional financial
efficiency ratio, Growth ratio and Compatibility ratio
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BAB |

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Awal terjadinya kebijakan otonomi daerah ini terkait dengan upaya untuk
memperbaiki tata kelola pemerintahan di Indonesia yang pada saat itu masih sangat
sentralistik. Pemerintahan pusat yang mengatur dan mengendalikan seluruh urusan
di daerah, seringkali menyebabkan ketidakmerataan pembangunan dan
pengambilan keputusan yang kurang responsif terhadap kebutuhan masyarakat

setempat.

Dengan adanya kebijakan otonomi daerah, diharapkan pemerintah daerah
memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang lebih besar dalam mengelola
sumber daya dan urusan pemerintahan di daerahnya. Hal ini diharapkan dapat
meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah, serta
mempercepat dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan pemerintah di

tingkat daerah.

Selain itu, kebijakan otonomi daerah juga diharapkan dapat meningkatkan
kualitas pelayanan publik dan mempercepat pembangunan di daerah, sekaligus
menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi investor untuk menanamkan
modalnya di daerah-daerah yang memiliki potensi ekonomi yang menjanjikan. Hal
ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan

mengurangi kesenjangan antar wilayah di Indonesia.



Kinerja keuangan daerah tidak terlepas dari pengawasan pihak pemerintah
daerah, pengukuran Kkinerja dilaksanakan untuk memenuhi beberapa tujuan.
Pertama, untuk membantu proses perbaikan kinerja pemerintah. Kedua, untuk
mendistribusikan sumber daya dan pengambilan keputusan. Ketiga, untuk
menyatakan tanggung jawab publik dan memperbaiki komunikasi antar
kelembagaan. Apabila suatu pencapaian kinerja sesuai dengan yang telah
direncanakan, maka kinerja dari organisasi dapat dikatakan baik. Namun, apabila
perencanaan yang telah direncanakan tidak mencapai hasil yang diharapkan, maka
kinerjanya dapat dikatakan buruk atau kurang baik. Kinerja keuangan merupakan
alat ukur mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu

kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran yang akan dicapai.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan
daerah, kedudukan Kepala Daerah setera dengan DPRD namun memiliki fungsi
yang berbeda. Kepala daerah akan menganggarkan dana yang akan dialokasikan
untuk daerahnya selama satu tahun dan DPRD akan mengesahkan rancangan
tersebut. DPRD dan kepala daerah selaku Pemerintah Daerah akan bekerja sama
dalam membentuk sebuah peraturan daerah (Perda). Dalam penyusunan perda
tersebut Pemerintah Daerah dapat menyusun atas dasar situasi didaerah masing-
masing namun perda yang disusun tidak dapat bertentangan dengan peraturan

perundang-undangan yang lebih tinggi.



Pelaksanaan otonomi daerah pada dasarnya memberikan ruang kepada
pemerintah daerah untuk mengelola daerahnya masing masing dimana pemerintah
daerah memiliki hak atas pengelolaan potensi daerah untuk menjadi pendapatan asli
daerah, disisi lain dengan adanya otonomi daerah ini diharapkan dapat
meningkatkan pemberian pelayanan pablik secara optimal oleh karena itu keuangan
merupakan salah satu faktor yang sangat krusial dan penting untuk menjadi penentu
terhadap keberhasilan semua upaya dan kegiatan yang dilaksanakan pada otonomi
daerah. Analisis kinerja pemerintah daerah dapat dilihat dari kinerja keuangan suatu
daerah. Salah satu cara untuk menganalisis kinerja keuangan suatu daerah adalah
dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah (APBD) yang telah ditetapkan serta dilaksanakan, selain itu analisis rasio
terhadap (APBD) dapat juga menilai efektivitas otonomi daerah dimana hak yang
dimiliki pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerahnya dapat

meningkatkan kinerja keuangan daerah.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian terdahulu oleh Julio
Ronaldo Damanik (2018) yang mengukur kinerja pemerintah daerah menggunakan
beberapa rasio diantarannya adalah rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio
efektifitas dan rasio derajat desentralisasi. Dengan beberapa rasio yang digunakan
dalam penelitian maka dapat disimpulkan kinerja keuangan daerah yang diteliti
oleh penulis, namun beberapa aspek tidak dapat diteliti seperti rasio efisiensi, rasio
keserasian, rasio pertumbuhan dan kemandirian keuangan daerah, dimana hasil dari
rasio ini mempengaruhi kesimpulan yang lebih akurat yang dapat ditarik oleh

penulis, maka dari itu pada penelitian ini penulis menggunakan beberapa rasio,



diantaranya rasio disentralisasi, rasio ketergantungan, rasio pertumbuhan, rasio

kemandirian, rasio efektivitas, rasio keserasian dan rasio efisiensi.

Penelitian ini menyatakan bahwa kinerja keuangan Kabupaten Bengkalis
secara umum dikatakan cukup baik. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian
terdahulu terletak pada objek penelitian yang digunakan yakni penelitian ini
dilakukan di Kabupaten Bengkalis dikarenakan luas wilayah yang kabupaten
Bengkalis yang menjadi salah satu dari Kabupaten terluas di Riau dengan letak
geografis yang sangat strategis juga memiliki banyak potensi asli daerah yang dapat
dimaksimalkan salah satunya seperti sumberdaya alam dan parawisata. Dengan
kondisi tersebut menjadikan Kabupaten Bengkalis menjadi Kabupaten yang sangat
berpotensi dan memiliki harapan yang sangat tinggi untuk menjadi salah satu
Kabupaten terkaya di Indonesia, daengan demikian potensi yang sangat tinggi
diharapkan dapat memiliki kinerja keuangan daerah yang baik dalam menaikkan

pembangunan daerah dari berbagai aspek.

Keberlanjutan organisasi bergantung pada pentingnya melakukan evaluasi
eksternal dan internal. Gagasan ini juga dikemukakan oleh Albert S. Humphrey,
seorang konsultan manajemen Amerika, yang memperkenalkan metode analisis
SWOT, yang meliputi penilaian terhadap Strengths, Weaknesses, Opportunities,
dan Threats. Analisis SWOT berfungsi sebagai alat analisis yang berharga bagi
organisasi untuk mengevaluasi posisi mereka dalam lingkungan bisnis yang
kompleks dan dinamis. Grameds bisa sangat diuntungkan dengan memanfaatkan
analisis SWOT karena membantu dalam persiapan dan perencanaan proyek atau
usaha bisnis. Sederhananya, analisis SWOT dapat dianggap sebagai pendekatan

perencanaan strategis yang mempertimbangkan dan mengkaji empat komponen



utama seperti Strengths (Kekuatan); Weaknesses (Kelemahan) Opportunities

(Peluang); dan Threats (Ancaman).

Dari apa yang sudah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk melakukan
penelitian mengenai Analisis Kinerja Keuangan Kabupaten Bengkalis. Perbedaan
penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini menggunakan
objek penelitian yang berbeda yaitu kinerja keuangan di Kabupaten Bengkalis.
Judul dari penelitian yang diajukan oleh penulis adalah “Analisis Kinerja Keuangan

Kabupaten Bengkalis.”

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana kinerja dan kondisi keuangan Daerah Kabupaten Bengkalis
Tahun Anggaran 2017-2022 diukur dengan dengan (1) Rasio Desentralisasi, (2)
Rasio Ketergantungan, (3) Rasio Pertumbuhan, (4) Rasio Kemandirian, (5) Rasio

Efektivitas, (6) Rasio Keserasian, dan (7) Rasio Efesiensi

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja dan pertumbuhan

ekonomi di Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2017-2022.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat secara teoritis dan secara

praktis bagi beberapa pihak yang berkepentingan:

a) Akademisi



Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi akademisi untuk
mendapatkan informasi yang dapat menjadi bahan penelitian dan
pembahasan sejenis.

b) Pemerintah daerah Bengkalis
Manfaat penelitian anilisis kinerja keuangan Kabupaten Bengkalis dapat
menjadi bahan acuan untuk meilihat kinerja keuangan daerah
Kabupaten Bengkalis dan memperoleh informasi mengenai Kinerja
keuangan Kabupaten Bengkalis yang diharapkan untuk digunakan
memajukan daerah Kabupaten Bengkalis.

c) Pemerintah Pusat
Manfaat penelitian ini bagi pemerintah pusat adalah untuk dapat melihat
perkembangan daerah otonom seperti kabupaten Bengkalis.

d) Masyarakat Kabupaten Bengkalis
Dengan adanya penelitian ini dapat menjadi sarana masyarakat di daerah
Kabupaten Bengkalis untuk mengetahui kinerja keuangan dan kinerja

pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis.

1.5 Batasan Penelitian

Penelitian ini memiliki batasan dimana penelitian ini berfokus kepada

Kabupaten Bengkalis dan menggunakan data keuangan pada periode 2017-2022.



BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

Setelah melakukan penghitungan rasio dari keuangan daerah periode 2017-
2022 dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan

sebagai berikut:

a. Rasio derajat desentralisasi menunjukkan persentase rata-rata 8.23%
dengan kriteria sangat kurang. Persentase yang rendah tersebut diakibatkan
rendahnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan total pendapatan
daerah.

b. Rasio pertumbuhan rata-rata persentase dalam lima tahun 0,14% dengan
kriteria rendah. Rendahnya persentase rasio pertumbuhan tersebut
diakibatkan kurang efisiennya kinerja Pemerintah Daerah mengakibatkan
kurangnya pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bengkalis, sehingga PAD
Kabupaten Bengkalis tergolong kecil dan tidak ada perkembangan yang
signifikan.

c. Persentase penghitungan rasio kemandirian menunjukkan kriteria rendah
sekali dengan rata-rata 9,60%. Persentase yang rendah tersebut diakibatkan
tingginya ketergantungan terhadap pendapatan transfer oleh daerah namun

PAD sangat rendah, sehingga persentase kemandirian daerah sangat rendah

41



d. Rasio efektivitas menunjukkan rata-rata persentase 79,53% dengan kriteria
kurang efektif. Artinya Pemerintah Daerah masih belum maksimal dalam
merealisasikan pendapatan PAD dengan baik oleh Pemerintah Daerah.

e. Pada rasio keserasian mengalami hubungan yang terbalik antara belanja
modal dan belanja operasi yang dibandingkan dengan total belanja daerah.
Rata-rata penghitungan pada belanja modal menunjukkan Kreiteria yang
tidak baik dengan rata-rata persentase 25,38% sedangkan pada
penghitungan belanja operasi rata-rata persentase 109,73% dengan Kriteria
baik. Dapat ditarik kesimpulan bahwa Pemerintah Kabupaten Bengkalis
lebih berfokus pada belanja operasi dengan memprioritaskan belanja
pegawai serta belanja barang dan jasa.

f. Rasio efisiensi menunjukkan kriteria tidak efisien dengan rata-rata
persentase 107,23%. Penghitungan rasio ini berdasarkan perbandingan
realisasi belanja dan realisasi penerimaan. Rasio efisiensi berbanding

terbalik dari penghitungan rasio efektivitas.

5.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian analisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah
Kabupaten Bengkalis periode 2017-2022 yang hitung dengan rasio, penulis
memberikan rekomendasi/saran kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis,

Masyarakat, dan penelitian selanjutnya.
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a. Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis

Potensi, kelebihan, kelemahan dan peluang yang dimiliki
oleh Kabupaten Bengkalis yang terdapat pada analisis SWOT, dapat
dimaksimalkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis untuk
mendorong pertumbuhan daerah. Pengembangan SDM yang
didampingkan oleh Pemerintah Daerah dengan pengadaan lapangan
pekerjaan,  pembangunan infrastruktur, pelatihan  SDM,
pemanfaatan dan pengelolaan SDA yang maksimal seperti
pengembangan industri perkebunan dan parawisata, serta
pemanfaatan peluang yang dimilki daerah seperti SDA yang
memadai akan dapat memberikan hasil penghitungan yang baik
pada PAD. Hasil yang baik pada penghitungan PAD Akan
memberikan hasil yang baik pada penghitungan rasio keuangan
PAD, serta menunjukkan kestabilan pemasukan dan pengeluaran
keuangan daerah. Kestabilan keuangan Akan menunjukkan hasil
yang baik pada efektivitas dan efisiensi kinerja keuangan daerah.

b. Masyarakat Kabupaten Bengkalis

Masyarakat Kabupaten Bengkalis dapat lebih aktif
melakukan pembayaran pajak dan retribusi untuk mendorong
pendapatan daerah. Pajak dan retribusi yang telah diberikan oleh
masyarakat dapat dikelola oleh Pemerintah Daerah, sehingga
masyarakat juga harus berperan aktif dalam membantu mengawasi
perkembangan infrastruktur dan layanan masyrakat.

c. Pengujian Data Berikutnya
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Bagi pengujian data yang Akan dilakukan selanjutnya dapat
menguji dengan rasio yang berbeda untuk mengukur Kkinerja
Pemerintah Daerah pada penghitungan yang lain. Penelitian
selanjutnya diharapkan meneliti kinerja keuangan daerah lebih dari
Lima tahun untuk menunjukkan perhitungan yang lebih baik dengan
perbandingan yang lebih banyak, agar menunjukkan perkembangan
keuangan daerah yang lebih baik. Pada penghitungan rasio
efektivitas penelitian selanjutnya dapat mengumpulkan informasi
dari sumber yang terpercaya untuk mendapatkan data efektivitas
anggaran yang telah disusun oleh Pemerintah Daerah untuk
menghindari  kecenderungan kecurangan dalam penyusunan
anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk
mendapatkan penghitungan rasio efektifitas yang baik. Pada data

analisis SWOT penelitian selanjutnya dapat meneliti data dari

Kantor BPKAD setempat secara langsung untuk mendapatkan data

yang lebih baik. Untuk tempat penelitian agar bisa diperluas lagi.
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